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PUTUSAN
Nomor 0244/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat
tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, semula sebagai

Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;
MELAWAN:

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Mustika
Ratu, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, semula

sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lumajang tanggal 12 Mei
2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriyah Nomor 0077/
Pdt.G/2015/PA.Lmj yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING);
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3. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Lumajang tanggal 25 Mei 2015, bahwa Tergugat telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama
tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya
Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat
Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 06 Juli 2015, Nomor
0077/Pdt.G/2015/PA.Lmj;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melakukan
pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), pada tanggal 12 Mei 2015, dan
Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding
(inzage), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Lumajang Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Lmj, tanggal 23 Juni 2015
meskipun telah diberitahukan untuk melakukan inzage, sesuai Relaas
Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (/nzage) yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lumajang tanggal 09 Juni 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap
berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal

7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh
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karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat

diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan
seksama putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 0077/Pdt.G/ 2015/
PA.Lmj tanggal 12 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23
Rajab 1436 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berkaitan
dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat
menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil
alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya
sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah

dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan
Agama Lumajang Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Lmj tanggal 06 Juli 2015,
Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasan

Pembanding mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan
Tingkat Pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding
dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”, yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak
bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berhutang
tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat/
Terbanding telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
Pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat/Terbanding, demikian

pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat/
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Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil. Juga usaha
mediasi yang dilakukan oleh mediator telah gagal merukunkan Penggugat/
Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l
Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi
hukum “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut
dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama didukung oleh fakta
tidak berhasilnya Majelis Hakim Tingkat Pertama merukunkan kembali para
pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding
harus dikabulkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan
Agama Lumajang Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Lmj tanggal 12 Mei 2015
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriyah, patut
dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan
kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan
segala peraturan perundang-undangan serta hukum syari yang berkaitan

dengan perkara ini;

MENGADILI

* Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat

diterima;
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e Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
0077/Pdt.G/ 2015/PA.Lmj tanggal 12 Mei 2015 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriyah;

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 04 Dzulga’dah 1436 Hijriyah, oleh Drs. Fakhruddin
Cikman, S.H., M.SI. sebagai Ketua Maijelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. dan
Dr. Khaeril R., Drs., M.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0244/Pdt.G/2015/
PTA.Sby, tanggal 22 Juli 2015 dan pada hari itu juga putusan tersebut
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi
oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.
HAKIM ANGGOTA,

ttd. ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H. Dr. KHAERIL R., Drs., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :
- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

- Redaksi :Rp. 5.000,-
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- _Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.
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